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BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

o 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2024 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja.
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Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024:

a. pendapatan Rp1.189.407.643.925,80

b. belanja Rpl1.191.223.427.893,00
surplus/defisit (Rp1.815.783.967,20)

c. penerimaan pembiayaan Rp35.183.696.959,56

d. pengeluaran pembiayaan Rp20.041.407.864,00
pembiayaan netto Rp15.142.289.095,56

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp23.176.286.655,20 dengan rincian :

1. anggaran pendapatan Rp1.212.583.930.581,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp1.189.407.643.925,80

selisih lebih /(kurang) Rp23.176.286.655,20



b. selisih anggaran dengan

realisasi

belanja sejumlah

Rp36.502.791.683,00 dengan rincian :

1. anggaran belanja setelah
perubahan
2. realisasi

selisih lebih /(kurang)

Rp1.227.726.219.576,00

Rp1.191.223.427.893,00

Rp36.502.791.683,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp13.326.505.027,80) dengan rincian :

1. surplus/defisit setelah
perubahan

2. realisasi
selisih lebih /(kurang)

(Rp15.142.288.995,00)

(Rp1.815.783.967.20)

(Rp13.326.505.027.80)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp0,56) dengan rincian :

1. anggaran penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. realisasi

Rp35.183.696.959,00

Rp35.183.696.959,56

selisih lebih /(kurang)

(Rp0,56)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaraan pembiayaan

sejumlah Rp100,00 dengan rincian :

1. anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

2. realisasi

Rp20.041.407.964,00

Rp20.041.407.864,00

selisih lebih / (kurang)

Rp100,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

(Rp100,56) dengan rincian :

1. anggaran pembiayaan
netto setelah perubahan

2. realisasi

Rp15.142.288.995,00

Rp15.142.289.095,56

selisih lebih /(kurang)

Pasal 4

(Rp100,56)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 :

a. saldo anggaran lebih awal
b. penggunaan saldo anggaran

Rp35.183.696.959,56
(Rp35.183.696.959,56)

lebih sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan
subtotal

c. Sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran
d. koreksi kesalahan

Rp0,00
Rp13.326.505.128,36

(Rp0,00)

pembukuan tahun
sebelumnya
saldo anggaran lebih akhir

Pasal 5

Rp13.326.505.128,36

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per

31 Desember Tahun 2024:
a. jumlah aset

Rp2.504.102.970.036,55



b. jumlah kewajiban Rp137.668.004.151,44
c. jumlah ekuitas Rp2.366.434.965.885,11

Pasal 6
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024:
kegiatan operasional

a. jumlah pendapatan Rp1.142.526.886.883,21

b. jumlah beban Rp1.204.199.222.369,48
surplus/defisit dari kegiatan (Rp61.672.335.486,27)
operasional

kegiatan non operasional

a. jumlah pendapatan Rp68.190.000,00

b. jumlah beban Rp1.363.475.699,35
surplus/defisit dari kegiatan (Rp1.295.285.699,35)

non operasional
pos luar biasa

a. jumlah pendapatan Rp0,00
b. jumlah beban Rp1.191.258.336,00
surplus/defisit dari pos luar (Rp1.191.258.336,00)
biasa
surplus/defisit laporan (Rp64.158.879.521,62)
operasional,
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2024:
a. saldo awal kas dan setara Rp35.183.696.960,56

kas di BUD, kas di

bendahara pengeluaran, kas

di bendahara penerimaan,

kas di BLUD, kas dana BOS

dan kas dana BOP per 1

Januari Tahun 2024

b. arus kas bersih dari aktivitas Rp170.163.315.221,80
operasi

c. arus kas bersih dari (Rp171.979.099.189,00)
aktivitas investasi

d. arus kas bersih dari (Rp20.041.407.864,00)
aktivitas pendanaan

e. arus kas bersih dari aktivitas (Rp113.321,00)
transitoris

f. saldo kas akhir per 31 Rp13.326.618.450,36

Desember Tahun 2024

Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024:

a. ekuitas awal Rp2.411.487.395.710,77

b.  surplus/defisit-laporan (Rp64.158.879.521,62)
operasional

c. dampak kumulatif Rp19.106.449.695,96

perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar
d. ekuitas akhir Rp2.366.434.965.885,11



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi,
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.

o
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Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX

laporan realisasi anggaran terdiri atas:
ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

ringkasan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
rincian anggaran pendapatan dan
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

rekapitulasi realisasi belanja menurut

urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan dan sub
kegiatan;

laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan;

daftar rekapitulasi piutang daerah;
daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintahan daerah;
daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;
daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun 2024



t.

dan dianggarkan kembali tahun
anggaran berikutnya,;

Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah /perusahaan daerah terdiri
atas:

Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca)
badan usaha milik daerah/ perusahaan
daerah;

Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
yaitu laporan kinerja tercantum dalam Dokumen tersendiri yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

Pasal 12
Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah dimuat dalam
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI SOPPENG,
ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SERATAN NOMOR B.HK.01.018.25



